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Kemaslahatan hidup manusia dunia akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia 
mendasarkan pada prilaku hidup mereka kepada petunjuk Al-Qur’an. Perkawinan beda 
agama menjadi perbincangan dalam setiap masa, perdebatan tentang boleh atau tidaknya 
perkawinan beda agama sudah dimulai sejak masa sebelum dirumuskannya Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka penulis tertarik untuk menulis artikel 
berkaitan dengan latar belakang permasalahan tersbut. Dengan rumusan masalah 
penulisan yaitu 1). bagaimana peraturan hukum tentang perkawinan dan perkawinan beda 
agama?, 2). bagaimana pandangan hukum islam terhadap perkawinan beda agama?, 3). 
bagaimana pandangan hukum positif perkawinan beda agama?. Dengan metode yang 
dilakukan penulis berupa kajian literatur. Hasil kajian dapat dinyatakan bahwa sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak hanya sebagai 
ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan. Seorang muslim dilarang 
menikah dengan seorang yang berbeda agama. Perkawinan beda agama menurut hukum 
positif Indonesia pada dasarnya sudah melarang secara jelas dan tegas perkawinan beda 
agama, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan 





The benefit of the human life of the afterlife is believed to be obtained if humans base 
their behavior on the Qur'an's instructions. Interfaith marriages are a conversation in 
every period, the debate about whether or not interfaith marriages may have begun since 
the time before the Marriage Law No. 1 of 1974 was formulated. So the writer was 
interested in writing articles related to the background of the problems. With the 
formulation of the writing problem that is 1). What are the legal regulations regarding 
marriage and interfaith marriages? 2). what is the view of Islamic law on interfaith 
marriages? 3). What is the positive legal view of interfaith marriage? With the method 
carried out by the author in the form of literature review. The results of the study can be 
stated that in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Not only as a 
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civil bond but also a religious engagement. A Muslim is prohibited from marrying a person 
of different religions. Interfaith marriages according to Indonesian positive law basically 
prohibit clearly and expressly interfaith marriages, as stated in Article 2 paragraph (1) of 
the Marriage Law 
Keywords: Marriage, Religion 
 
PENDAHULUAN 
Al-Qur’an berkedudukan sebagai 
sumber pertama dan uatama hukum 
dalam Islam. Kedudukan ini 
mengharuskan umat Islam memahami 
pesan-pesan yang dikandungnya untuk 
dilaksanakannya dalam kehidupan 
sebagai upaya untuk mengatur prilaku 
yang berhubungan dengan manusia 
ataupun makhluk lain secara horizontal. 
Demikian pula seluruh persoalan yang 
berkaian dengan hukum harus dicarikan 
jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk 
yang terkandung di dalam Al-Quran. 
Kemaslahatan hidup manusia dunia 
akhirat diyakini dapat diperoleh jika 
manusia mendasarkan pada prilaku hidup 
mereka kepada petunjuk Al-Qur’an.1 
Perkawinan beda agama menjadi 
perbincangan dalam setiap masa, 
perdebatan tentang boleh atau tidaknya 
perkawinan beda agama sudah dimulai 
sejak masa sebelum dirumuskannya 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
1 Faisar Ananda, 2007,  Filsafat Hukum Islam, 
Medan: Perdana Mulya Sarana, halaman 60-61. 
Tahun 1974. Pro dan kontra untuk 
membolehkan perkawinan beda agama 
pun terjadi dengan argument dan 
pendapat masing-masing, akan tetapi 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 bukan hanya mengatur 
manusia secara horizontal, tetapi juga 
mengatur manusia dengan sang pencipta 
secara vertical, sehingga Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak 
dapat dilepaskan dai nilai-nilai 
keTuhanan. 
Perkawinan antar pasangan beda 
agama di masyarakat selalu menimbulkan 
kontroversi. Mereka yang mendukung 
menyatakan perkawinan beda agama 
adalah salah satu bentuk kebebasan dan 
hak asasi manusia. Bebas memilih 
pasangannya untuk memilih hak asasinya 
dalam meneruskan keturunan. Sementara 
mereka yang menolak beranggapan 
bahwa perkawinan beda agama lebih 
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banyak mengandung keburukan daripada 
kebaikannya.2 
Sebagai contoh, untuk 
melangsungkan perkawinan misalnya 
pasangan beda agama akan langsung 
dihadang dengan system hukum di 
Indonesia yang menayatakan bahwa 
perkawinan yang sah adalah perkawinan 
yang dilangsungkan menurut hukum 
agama dan kepercayaan, hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974. 
Peraturan hukum tersebut sudah 
sangat jelas melarang pernikahan beda 
agama. Sampai saat ini tidak ada satupun 
agama yang membolehkan penganutnya 
untuk melangsungkan perkawinan beda 
agama khususnya Islam, selain 
mendatangkan kemudharatan pernikahan 
beda agama antara seorang muslim dan 
non muslim juga telah secara tegas di 
atur dalam Al-Quar’an dan Sunnah. 
Walaupun perkawinan beda 
agama di Indonesia tidak diperbolehkan, 
tetapi tidak menyurutkan minat 
masyarakat Indonesia yang ingin 
melegalkan perkawinan beda agama 
2 Hukum Online, 2014, Tanya Jawab Tentang 
Nikah Beda Agama Menurut Hukum Indonesia, 
Tanggerang: Literati, halaman xvi. 
terus upaya untuk dapat menikah beda 
agama, baik itu dengan dilangsungkan di 
luar negeri maupun dengan upaya untuk 
mengajukan Judicila Review terhadap 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974. 
Fenomena perkawinan beda 
agama di mulai pada tahun 70-an yang 
terjadi di dunia selebritis yang 
dihebohkan dengan perkawinan artis 
Emilia Contessa dengan Rio Tambunan. 
Emilia Contessa yang pada saat itu 
beragama Islam bersuamikan seorang 
Kristen. Contoh konkrit lain adalah pada 
Tahun 80-an Jamal Mirdad yang 
beragamakan seorang muslim menikahi 
Lydia Kandow seorang gadis yang 
beragama Kristen.3 
Suatu raelitas yang muncul 
ditengah-tengah masyarakat heterogen. 
Perkawinan beda agama merupakan isu 
yang sangat peka bahkan sampai saat ini 
menjadi sesuatu penyakit yang dirisaukan 
oleh masyarakat muslim. Sebagaimana 
yang terdapat dalam Surat Al 
Baqarah(2):222: 
3  M. Karsayuda, 2006, Perkawinan Beda 
Agama “Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi 
Hukum Islam, Yogyakarta: Totat Media, halaman 3. 
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“Dan janganlah kamu nikahi 
wanita-wanita musyrik 4 , sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya 
wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun 
dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik 
walaupun dia menarik hatimu. 
Mereka mengajak ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. Dan 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran.” 
Pernikahan adalah hal yang 
sakral. Jadi, pernikahan tidak hanya 
peristiwa hukum semata. Di Indonesia, 
dengan masyarakatnya yang  religius 
sehingga pernikahan merupakan 
peristiwa sakral, bahkan pernikahan 
adalah ibadah. 
Berdasarkan permasalahan 
tersebut, maka dalam tulisan ini akan 
membahas permasalahan sebagai berikut 
1. Bagaimana Peraturan Hukum 
Tentang Perkawinan Dan 
Perkawinan Beda Agama? 
4  Musyrik adalah orang yang 
mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan 
selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. 
Perbuatan itu disebut musyrik.  Firman Allah; “Ingatlah 
Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi 
pelajaran kepadanya:’Hai anakku!janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya 
mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman 
yang besar’ “ [Qs Luqman:13]  
2. Bagaimana Pandangan Hukum 
Islam Terhadap Perkawinan Beda 
Agama? 
3. Bagaimana Pandangan Hukum 
Positif Perkawinan Beda Agama? 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian dalam penulisan 
ini adalah berupa studi literatur 
pengkajian beberapa sumber tentang 
perkawinan beda agama.  
 
PEMBAHASAN 
Perkawinan Beda Agama Menurut 
Hukum Islam 
Perkawinan merupakan perbuatan 
suci yang mempunyai hubungan erat 
sekali dengan agama/kerohanian. 
Perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani 
yang mempunyai peranan penting. Hal ini 
sesuai dengan UU Perkawinan Tidak 
hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga 
merupakan perikatan keagamaan secara 
vertical. 
Peristiwa dan kisah tentang 
perkawinan dimanapun dan kapanpun, 
yang terbanyak tentu tentang perkawinan 
antar orang yang seagama. Namun 
demikian, Al-Qur’an pula yang 
mengisahkan bahwa --perkawinan beda 
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agama—telah terjadi jauh di masa-masa 
sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. 
Diantaranya kisah perkawinan Nabi Nuh 
AS, Nabi Luth AS, dan lain-lainnya 
sebagaimana di abadikan dalam Al-Qur’an. 
Menelaah sejumlah ayat Al-Qur’an, 
menurut Muhammad Amin Suma dapat 
dinyatakan bahwa sepanjang sejarah 
perkawinan dalam peradaban islam 
terdapat 5 (lima) macam perkawinan:5 
1. Perkawinan antara laki-laki 
mukmin dengan dengan 
perempuan kafir, diantara 
cotohnya adalah perkawinan 
Nabi Nuh AS dengan isterinya 
dan terutama Nabi Luth AS 
dengan isterinya. Nabi Nuh AS 
dan Nabi Luth AS adalah muslim 
yang sangat taat dan shaleh, 
sementara isterinya masing-
masing tergolong ke dalam 
golongan orang yang kafir, fasik 
dan munafik. Sebagaimana 
yang terdapat dalam firman 
Allah dalam Surah At Tahriim 
ayat 10. 
Artinya: Allah membuat 
perumpamaan bagi orang-orang 
5  H. Muhammad Amin Suma, Hukum Islam 
Tentang Pemeluk  Beda Agama Dalam Perkawinan, 
dalam Hukum Online, 2014, Tanya Jawab Tentang 
Nikah Beda Agama Menurut Hukum Indonesia, 
Tanggerang: Literati, halaman 268-271. 
kafir, istri Nuh dan istri Luth. 
Keduanya berada di bawah 
pengawasan dua orang hamba 
yang saleh di antara hamba-
hamba kami; lalu kedua istri itu 
berkhianat kepada kedua 
suaminya, tetapi kedua 
suaminya itu tidak dapat 
membantu mereka sedikit pun 
dari (siksa) Allah; dan dikatakan 
(kepada kedua istri itu), 
"Masuklah kamu berdua ke 
neraka bersama orang-orang 
yang masuk (neraka).” 
2. Perkawinan antara perempuan 
Muslim dengan laki-laki kafir, di 
natara contohnya ialah kasus 
Aisyah yang dikawinin oleh 
firaun, yang bukan saja kafir 
musryik, melainkan juga pernah 
menobatkan dirinya sebagai 
sebagai Tuhan, bahkan 
mrngklaim sebagai Tuhan 
tertinggi. Sebagaiamana yang 
terdapat dalam firman Allah 
dalam Surat Surah At Tahriim 
ayat 10. 
Artinya:  Dan Allah membuat 
perumpamaan bagi orang-orang 
yang beriman istri Fir'aun, 
ketika dia berkata, "Ya 
Tuhanku, bangunkanlah 
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untukku sebuah rumah di sisi-
Mu dalam surga dan 
selamatkanlah aku dari Fir'aun 
dan perbuatannya, dan 
selamatkanlah aku dari kaum 
yang zalim.  
3. Perkawinan antara pria kafir 
dengan perempuan kafir seperti 
halnya perkawinan antara Abu 
Lahab/Abu Jahal dengan 
isterinya (Ummu Jamil), dan 
umumnya perkawinan laki-laki 
kafir dengan perempuan-
perempuan kafir lain akan terus 
berlangsung sampai saat ini, 
dan akan terus bertambah 
jumlahnya. 
4. Perkawinan antara laki-laki 
muslim dengan perempuan 
muslim, inilah perkawinan 
paling ideal dan paling banyak 
terjadi dikalangan sesame 
ummatan muslimatan atau 
ummat islam. Umumnya 
masyarakat banyak 
membuktikan bahwa kesamaan 
agama dalam suatu perkawinan 
pada dasarnya dan dalam 
kenyataannya bukanlah menjadi 
dominasi, apalagi monpoli kaum 
Muslimat dan Muslimat, 
melainkan juga sudah menjadi 
tradisi yang umum berlaku 
hampir semua perkawinan 
masyarakat agama-agama lain 
yang juga mementingkan 
perkawinan dalam satu atap 
agama. 
5. Perkawinan beda agama antara 
laki-laki Muslim dengan 
perempuan non-Muslim 
sebagaimana dilakukan oleh 
salah seorang sahabat besar 
bernama Hudzaifah bin al- 
Yaman yang menikahi wanita 
Yahudi, Yasser Arafat dan Suha 
Arafat.6 
 Islam mengajarkan umatnya agar 
hidup lurus dalam hidayah Allah swt, jauh 
dari kesesatan karena godaan setan jin 
maupun manusia. Maka seorang muslin 
dilarang menikah dengan seorang musryik 
sebagaimana yang terdapat dalam firman 
Allah Surat Al-Baqarah ayat 221. 
“Dan janganlah kamu nikahi 
wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya 
wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun 
dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang 
6  Yasser Arafat (1929-2004 M) adalah salah 
seorang pemimpin terkemuka bangsa Palestina dengan 
jabatan tertinggi sebagai Ketua Palestina Liberation 
Organisation (PLO) atau Organisasi  Pembebasan 
Palestina dan sempat mejadi Presiden Palestina. 
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musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik 
walaupun dia menarik hatimu. 
Mereka mengajak ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. Dan 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran.” 
 Pada Surat al- Muntahah ayat 10 
juga di jumpai larangan untuk menikah 
beda agama yang artinya berbunyi 
“Orang-orang yang beriman, apabila 
datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, maka 
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. 
Allah lebih mengetahui tentang keimanan 
mereka; maka jika kamu telah 
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) 
beriman maka janganlah kamu 
kembalikan mereka kepada (suami-suami 
mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada 
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tiada halal pula bagi 
mereka. Dan berikanlah kepada (suami-
suami) mereka mahar yang telah mereka 
bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini 
mereka apabila kamu bayar kepada 
mereka maharnya. Dan janganlah kamu 
tetap berpegang pada tali (perkawinan) 
dengan perempuan-perempuan kafir; dan 
hendaklah kamu minta mahar yang telah 
kamu bayar; dan hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar. 
Demikianlah hukum Allah yang 
ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
 Peradaban dunia Islam, satu-
satunya keungkinan adanya pernikahan 
beda agama karena adanya ayat Ai-quran 
yang menjelaskan kebolehan lelaki muslim 
untuk menikahi wanita non muslim dalam 
hal ini sengan pria kitabiyah. Hal ini secara 
jelas tergambar pada Surat Al- Maidah 
ayat 5 yang artinya berbunyi: 
“Pada hari ini dihalalkan bagimu 
yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) orang-orang yang 
diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan 
makanan kamu halal (pula) bagi 
mereka. (Dan dihalalkan 
mengawini) wanita yang menjaga 
kehormatan di antara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan 
di antara orang-orang yang diberi 
Al-Kitab sebelum kamu. bila kamu 
telah membayar mas kawin mereka 
dengan maksud menikahinya, tidak 
dengan maksud berzina dan 
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tidak  (pula) menjadikannya 
gundik-gundik. Barangsiapa yang 
kafir sesudah beriman  (tidak 
menerima hukum-hukum islam) 
maka hapusfah amalannya dan la 
di hari kiamat termasuk orang-
orang merugi."( Al-Maidah (5): 5)..  
Namun demikian beberapa 
pendapat yang mengatakan tidak boleh 
dilaksanakannya perkawinan beda agama 
dengan beberapa alasan, antara lain: 
1. Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak 
sama dengan Ahlul Kitab yang ada 
pada waktu zaman Nabi saw. 
Semua Ahlul Kitab zaman sekarang 
sudah jelas-jelas musyrik atau 
menyekutukan Allah dengan 
mengatakan babwa  Uzair itu anak 
Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu 
anak Allah (menurut Nasrani). 
2. Pernikahan beda agama dipastikan 
tidak akan mungkin mewujudkan 
keluarga sakinah sebagal tujuan 
utama dilaksanakannya pernikahan. 
3. Insya Allah umat Islam tidak 
kekurangan wanita Muslimah, 
bahkan realitasnya jumlah kaum 
wanita Muslimah lebih banyak dari 
kaum laki-lakinya. 
4. Sebagai upaya syadz-adz-
dzari'ah  (mencegah kerusakan), 
untuk menjaga keimanan calon 
suami/istri dan anak-anak yang 
akan dilahirkan.7 
 Konsekuensi dari perkawinan ini 
menempatkan Pihak isteri yang kitabiyah 
mendapatkan segala haknya sebagai 
isteri, namun kedua belah pihak tidak 
mempunyai hak untuk saling mewarisi. 
Karena hak waris Islam harus seagama 
antara ahli waris dengan pewarisnya. 
Perkawinan seperti ini juga mengandung 
problematika keadilan dalam kewarisan.8 
 Haruslah kita cermati ayat al- 
Quar’an di bawah ini untuk mengukur 
seberapa dilarangnya umat muslim untuk 
menikahi orang-orang kafir, hal ini 
sebagaimana yang terdapat dalam Firman 
Allah Surat Al- Bayyinah ayat 6 yang 
artinya berbunyi: 
 Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir yakni ahli Kitab dan orang-
orang yang musyrik (akan masuk) 
ke neraka Jahannam; mereka kekal 
di dalamnya. Mereka itu adalah 
seburuk-buruk makhluk. (QS: Al-
Bayyinah Ayat: 6) 
Tujuan hukum islam adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan. Peranan 
maslahat dalam menerapkan hukum islam 
sangatlah dominan dan menentukan, 
sebab Alquran dan sunnah senbagai 
7  http://www.muhammadiyah.or.id/14-content-
188-det-tanya-jawab-alislam.html. 
  8 M. Karsayuda, Op., Cit, halaman 84-85. 
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sumber hukum islam sangat 
memerhatikan prinsip kemaslahatan ini, 
seperti qiyas, istishlah, istishab, istidlah, 
sadz dzar’iah dan ‘urf, juga sangat 
memerhatikan kemaslahatan dalam 
mengembangkan hukum islam.9 
Prinsipnya, semua produk hukum 
islam, baik yang bersumber dari dalil yang 
disepakati maupun dalil yang 
diperselisihkan, tidak satupun yang 
terlepas dari prinsip untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia. Kemaslahatan 
yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam 
bersifat universal, sejati, duniawi dan 
ukhrawi, lahir bathin, material spiritual, 
maslahat individu dan umum, maslahat 
hari ini dan esok.10 
Sehingga jika pernikahan beda 
agama ditinjau dari sudut maqashid 
syariah, maka tujaun dari maqashid 
syariah tidak akan tercapai, bahkan 
cendrung bertentangan sebagaimana 
yang telah dicontohkan di atas, akan 
mengadung lebih banyak kemudharatan 
dibandingkan kemaslahatan. 
Dalam rangka mewujudkan 
kemaslahan di dunia dan akhirat, menurut 
para pakar hukum Islam, maka untuk 
mencapai hal tersebut harus 
9 Abdul Manan, 2006, Reformasi Hukum Islam 
di Indonesia ditinjau dari Aspek Metodologis, 
Legalisasi dan Yurisprudensi, Jakarta: Raja Grafindo, 
halaman 259. 
10 Ibid. 
memperhatikan 5 (lima) hal pokok dan 
penting agar tujuan tersebut dapat 
diwujudkan. Kelima unsur itu adalah 
agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), 
akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nas) 
dan harta (hifz al-amal). 
Polemik perkawinan agama 
tersebut, tentunya tidak dapat memenuhi 
kesemua unsur dari tujuan maqashid 
syariah, dengan demikian segala sesuatu 
hal yang banyak mengandung 
kemudharatan seyogianya harus 
ditinggalkan demi mencapai ketaqwaan 
kepada Allah SWT. 
 
Perkawinan Beda Agama Menurut 
Hukum Indonesia 
Perkawinan Beda Agama Sebelum 
Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Sejak awal kemerdekaan umat 
Islam menuntut agar segera dibuat 
Undang-Undang perkawinan baru yang 
dapat melindungi umat Islam dari 
pernikahan dengan seorang muslim 
terhadap soseorang yang beragama non 
Muslim. 
Sebelum Indonesia merdeka, pada 
masa penjajahan Belanda, pemerintahan 
Hindia Belanda pada saat itu 
mengeluarkan Hukum Perkawinan 
Campuran (Reglement op de Gemengde 
Huwelijken (RGH) S.1898 Nomor 158) 
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untuk orang-orang yang melangsungkan 
perkawinan campuran. 
Reglement op de Gemengde 
Huwelijken (RGH) merupakan cikal bakal 
hukum perkawinan beda agama yang 
berlaku pada saat penjajahan hindia 
belanda. Sudargo Gautama menyebutkan 
ada lima bentuk perkawinan campuran 
yang di atur Reglement op de Gemengde 
Huwelijken (RGH) yaitu: 
1. Perkawinan campuran 
internasional, yaitu perkawinan 
antar orang yang berbeda 
warga negara, walaupun 
mungkin mereka berdua tunduk 
pada hukum yang sama; 
2. Perkawinan campuran antar 
region, yaitu perkawinan antar 
penduduk asli Indonesia tetapi 
tunduk kepada hukum adat 
yang berbeda; 
3. Perkawinan campuran antar 
tempat, yaitu yaitu perkawinan 
antar orang yang berbeda 
status kekawulaannya (misalnya 
gubernemen dengan swapraja); 
4. Perkawinan campuran antar 
golongan, yaitu perkawinan 
antar orang yang yang tunduk 
kepada hukum yang berbeda; 
dan 
5. Perkawinan campuran antar 
agama, yaitu perkawinan antar 
orang yang berbeda agama.11 
 
Perkawinan Beda Agama Pasca 
Kemerdekaan Republik Indonesia. 
 Secara yuridis formal, hukum 
perkawinan di Indonesia diatur melalui 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian 
dan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam. Kedua produk perundang-
undangan ini mengatur masalah-masalah 
yang berkaitan dengan perkawinan 
termasuk perkawinan antar agama. 
Sejak diberlakukan undang-undang 
perkawinan dan sampai saat ini masalah 
perkawinan beda agama masih terus 
bergelora dikalangan masyarakat yang 
sekuler yang mendukung kebebasan 
dengan mengatasnamakan hak asasi 
manusia. 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang menyatakan perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan 
11 Alyasa Abubakar, 2008, Perkawinan Muslim 
Dengan Non- Muslim, Aceh: Dinas Syariat Islam 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, halaman 33. 
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 
Perkawinan sangat erat kaitannya 
dengan nilai-nilai keagamaan. Manusia 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan, harus 
taat dan tunduk kepada aturan yang telah 
ditetapkan oleh agamanya masing-
masing, tentunya juga dengan tidak 
mengenyampingkan hukum yang 
diberlakukan Negara untuk mengatur 
masyarakatnya. 
Perkawinan merupakan perbuatan 
suci yang mempunyai hubungan erat 
sekali dengan agama atau kerohanian. 
Perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur 
rohani yang mempunyai peranan penting. 
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi 
juga merupakan perikatan keagamaan.12 
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Perkawinan 
menyatakan, perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. 
Unsur yang kelima merupakan unsur yang 
terpenting di alam perkawinan. 
Perkawinan menjadi batal atau tidak sah 
12  Hilman Hadikusuma (2), Hukum 
Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2007, 
halaman 7.   
apabila dilakukan bertentangan dengan 
hukum agama dan kepercayaannya. 
Indonesia sebagai Negara yang 
berdasarkan kepada Pancasila. Perwujutan 
unsur kelima tersebut berdasarkan kepada 
sila pertama yang menyebutkan mengenai 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan 
yang akan dilakukan mempunyai kekuatan 
atau hubungan yang sangat erat dengan 
agama dan kerohaniaan, hal ini 
disebabkan karena suatu perkawinan 
bukan hanya hubungan jasmaniahnya saja 
tetapi hubungan batiniah (agama dan 
kerohanian) mempunyai peran yang 
sangat penting dalam perkawinan.13 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang Perkawinan tersebut, pada 
hakikatnya sudah terjawab tentang 
larangan pernikahan beda agama. Hakikat 
dari suatu agama, tidak ada ajaran agama 
yang membenarkan terjadi penikahan 
antar agama, terkhusus lagi agama Islam, 
begitu juga terhadap agama Kriten yang 
melarang perkawinan beda agama (II 
Lihat Korintus 6: 14-18). 
Dalam prakteknya di Indonesia, 
masih terdapat fakta adanya perkawinan 
beda agama. Menurut Wahyono 
Darmabrata yang mejabarkan ada 4 
(empat) macam tata cara penyeludupan 
13 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-
Azas Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 
1987, halaman 7. 
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hukum yang ditempuh pasangan beda 
agama agar perkawinan dapat di catatkan  
Negara, yaitu:14 
1. Meminta penetapan pengadilan; 
2. Perkawinan dilakukan menurut 
masing-masing agama; 
3. Penundukan sementara kepada 
salah satu hukum agama; 
4. Menikah diluar negeri. 
Permohonan penetapan melalui 
lembaga pengadilan negeri merupakan 
langkah yang sangat banyak ditempuh 
oleh pihak-pihak yang ingin melegalisasi 
perkawinan beda agama, dengan tujuan 
agar perkawinannya dapat dicatatkan 
kepada intansi yang berwenang (dalam 
hal ini Kantor Catatn Sipil) sehingga 
mendapat legitimasi perlindungan hukum 
oleh Negara. 
Sejak lahirnya Undang-Undang 
Nomor 23Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kepndudukan (adminduk). 
Sebagaimana tertera pada bagian 
penjelasan Pasal 35 Undang-Undang ini 
menjelaskan tentang pencatatan 
perkawinan berlaku pula bagi perkawinan 
beda agama melalui penetapan 
pengadilan. 
Berdasarkan pasal tersebut, secara 
implisit memberikan makna bahwa 
14 Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama, 
Op., Cit, halaman 62-63. 
 
pernikahan beda agama dapat dicatatkan 
di kantor catatan sipil agar pernikahan 
tersebut sah dan diakui Negara melalui 
mekanisme penetapan oleh pengadilan. 
Berdasarkan Putusan MA 
menyatakan bahwa dengan pengajuan 
pencatatan pernikahan di Kantor Catatan 
Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk 
perkawinannya tidak dilangsungkan 
menurut agama Islam. Dengan demikian, 
Andi Vonny memilih untuk mengikuti 
agama Andrianus, maka Kantor Catatan 
Sipil harus melangsungkan dan 
mencatatkan perkawinan tersebut. 
Berdasarkan pada putusan MA tersebut 
dapat memilih untuk menundukkan diri 
dan melangsungkan perkawinan tidak 
secara Islam. Kemudian, apabila 
permohonan pencatatan perkawinan 
dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan 
Sipil, maka perkawinan adalah sah 
menurut hukum.15 
Menurut Bismar Siregar, beda 
agama dalam membangun rumah tangga 
bukan saja menyulitkan dalam banyak hal, 
tetapi juga tidak dapat dibenarkan. 
Daripada mengayuh bahtera rumah 
tangga dalam keadaan berbeda keyakinan 
lebih baik salah satu melepaskan 
keyakinan. “Tidak dibenarkan pola hidup 
rumah tangga dalam beda agama. Bila di 
15 Ibid 
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antara kedua calon tiada pilihan kecuali 
melaksanakan perkawinan, salah satu 
harus melepaskan keyakinan.16 
Lebih lanjut dijelaskan Perkawinan, 
kata Bismar, luhur dan suci tujuannya 
kalau dihayati berdasarkan iman. Imanlah 
kunci utama melangsungkan perkawinan. 
“Perkawinan berlandaskan Pancasila 
berpatok iman,” tulis Bismar. Karena itu 
bahtera rumah tangga harus diisi oleh 
pasangan yang seiman. Perkawinan itu 
adalah bahtera yang akan membawa 
seluruh anggota keluarga selamat dunia 
akhirat.17 
Mahkamah Konstitusi juga 
sependapat dengan pandangan Bismar 
Siregar tentang larangan Perkawinan Beda 
Agama, yang mana Keinginan agar kawin 
beda agama diajukan permohonan atas 
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan agar 
perkawinan beda agama dilegalkan di 
Indonesia dan akhirnya kandas di tangan 
palu hakim konstitusi. 
Meskipun sudah mendengarkan 
keterangan sejumlah ahli dan saksi, serta 
perwakilan organisasi keagamaan, 
keinginan pemohon tak terkabul. 





pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengenai mengenai syarat sahnya 
perkawinan terkait kawin beda agama. 
Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) 
UU Perkawinan sama sekali tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. 
Permohonan pemohon tidak beralasan 
menurut hukum, Menyatakan menolak 
permohonan para pemohon untuk 
seluruhnya berdasarkan putusan 
bernomor 68/PUU-XII/2014. 
Hal senada juga diputuskan oleh 
Majelis Ulama Indonesia, yakni MUI 
mengeluarkan Fatwa yang melarang 
perkawinan beda agama pada prinsipnya 
menyatakan bahwa  memutuskan dan 
menetapkan bahwa perkawinan beda 
agama adalah haram dan tidak sah, hal 
tersebut sebagaimana terdapat dalam 
Keputusan fatwa MUI dalam Munas II 
tahun 1400/1980 tentang perkawinan 
campuran dan Pendapat Sidang Komisi C 




Perkawinan merupakan perbuatan 
suci yang mempunyai hubungan erat 
sekali dengan agama atau kerohanian. 
Perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
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lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur 
rohani yang mempunyai peranan penting. 
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi 
juga merupakan perikatan keagamaan. 
Islam mengajarkan umatnya agar 
hidup lurus dalam hidayah Allah swt, jauh 
dari kesesatan karena godaan setan jin 
maupun manusia. Maka seorang muslin 
dilarang menikah dengan seorang musryik 
sebagaimana yang terdapat dalam firman 
Allah Surat Al-Baqarah ayat 221. 
“Dan janganlah kamu nikahi 
wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya 
wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun 
dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik 
walaupun dia menarik hatimu. 
Mereka mengajak ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. Dan 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran.” 
Perkawinan beda agama menurut 
hukum positif Indonesia pada dasarnya 
sudah melarang secara jelas dan tegas 
perkawinan beda agama, hal ini 
sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, 
namun pada prakteknya perkawinan beda 
agama masih tetap dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia dengan berbagai 
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